PEMERINTAH KOTA BIMA
INSPEKTORAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
AUDIT KINERJA



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
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Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Nama SOP : Audit Kinerja

Dasar Hukum :

1.
2.
3.

10.
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16.

UUNo. 17 Thn 2003 Tentang Keuangan Negara;

UU No. 1 Thn 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

UU No. 15 Thn 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

UU No. 32 Thn 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

PP No. 24 Thn 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD

PP No. 58 Thn 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PP No. 79 Thn 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

PP No. 08 Thn 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;

PP No. 39 Thn 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

PP No. 38 Thn 2008 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern;

PP No. 71 Thn 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

PP 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan WaliKota Bima Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organi”si,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bima;

INSPEKTORAT
KOTA BIMA

Kualifikasi Pelaksana :

1.
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Auditor, P2UPD dan staf pelaksana yang telah mengikuti pelatihan
di bidang pengawasan.

. Memahaml tentang kriteria pengawasan.
. Memahami tentang entitas/objek pemeriksaan

. Tim Pemeriksa beijumlah minimal 3 (tlga) orang terdiri dari 1

(Satu) Ketua dan 2 (dua) Anggota.






